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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan
memahami bagaimana keabsahan hukum klausula
eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa
rumah yang dilakukan melalui aplikasi online dan
memahami perlindungan hukum yang diberikan
kepada penyewa (lessee) terhadap klausula yang
memberatkan dalam perjanjian baku yang
disodorkan oleh aplikasi penyedia jasa sewa
online. Dengan metode penelitian hukum
normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Keabsahan
hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa
menyewa rumah melalui aplikasi online harus
tunduk pada asas kebebasan berkontrak (Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata), namun klausula
pembebasan tanggung jawab yang disusun
sepihak dan meniadakan tanggung jawab pelaku
usaha atas kelalaiannya tidak sah secara hukum,
karena bertentangan dengan asas itikad baik dan
prinsip keadilan kontraktual. Klausula semacam
itu tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap
penyewa (lessee). 2. Perlindungan hukum bagi
penyewa terhadap klausula memberatkan dalam
perjanjian baku digital diatur dalam Pasal 18 ayat
(1) UUPK, yang melarang klausula sepihak dan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Karena
penyewa sering berada pada posisi lemah, negara
memberikan perlindungan preventif dan represif
melalui  BPKN,  Direktorat  Perlindungan
Konsumen, serta mekanisme penyelesaian
sengketa, guna menjamin keadilan dan kepastian
hukum dalam transaksi digital.

Kata Kunci : keabsahan perjanjian baku (standar
clause), perjanjian sewa menyewa rumah aplikasi
online

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
alinea keempat menegaskan tujuan pembentukan
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Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah
untuk "memajukan kesejahteraan umum".> Tujuan
konstitusional ini memberikan mandat kepada
negara untuk menciptakan suatu  sistem
perekonomian yang tidak hanya efisien tetapi juga
berkeadilan, dengan menjamin terciptanya
kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap
warga negara dalam melakukan kegiatan
perekonomian, termasuk dalam hal ini kegiatan
sewa-menyewa properti.

Amanat  konstitusi  tersebut  kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28D Ayat (1)
UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."®
Ketentuan ini menjadi fondasi hak asasi manusia
yang fundamental, dimana setiap pihak dalam
suatu  hubungan hukum, termasuk hubungan
kontraktual, berhak untuk diperlakukan secara
adil dan mendapatkan kepastian hukum. Prinsip
inilah yang kemudian harus diuji dalam konteks
perjanjian baku yang diterapkan dalam sewa-
menyewa melalui aplikasi online.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat
telah merevolusi berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam praktik hukum perjanjian.
Kemunculan aplikasi online sebagai platform
dalam kegiatan sewa-menyewa rumah
menawarkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan
yang luas.” Namun, di balik kemudahan tersebut,
terselubung suatu mekanisme hukum yang krusial
dan seringkali luput dari perhatian pengguna,
yaitu penerapan Perjanjian Baku (Standard
Clause) yang harus disetujui oleh para pihak,
khususnya penyewa, tanpa adanya ruang untuk
melakukan negosiasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) sebagai lex generalis hukum perjanjian
di Indonesia, dalam Pasal 1338 menganut prinsip
kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan
kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt
servanda).® Prinsip ini memberikan keleluasaan
kepada para pihak untuk membuat kesepakatan
sesuai dengan kehendaknya masing-masing.
Namun, dalam konteks perjanjian baku, prinsip
kebebasan berkontrak ini mengalami distorsi
karena tidak terjadi tawar-menawar yang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pembukaaan, Alinea IV.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 28D Ayat (1).

Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. Management
Information Systems: Managing the Digital Firm. (16th
ed., Pearson, 2020), him. 178.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Pasal 1338.
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seimbang.

KUH Perdata dalam Pasal 1320 mensyaratkan
empat kondisi sahnya suatu perjanjian, salah
satunya adalah adanya "kesepakatan kedua belah
pihak".’ Pertanyaan hukum yang muncul adalah
apakah klik "Saya Setuju" (clickwrap agreement)
pada aplikasi online dapat serta merta dianggap
sebagai cerminan kesepakatan yang sadar dan
utuh dari seorang penyewa, mengingat mereka
tidak memiliki pilihan untuk mengubah klausul-
klausul yang telah dibakukan tersebut.

Realitas ini kemudian mendorong lahirnya
Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) sebagai bentuk

perlindungan terhadap pihak yang berada
dalam posisi lemah. UUPK secara khusus
mendefinisikan Perjanjian Baku dalam Pasal 1
angka 10 sebagai "setiap perjanjian yang telah
dipersiapkan dan dituangkan dalam bentuk
formulir yang isinya telah baku dan memuat
ketentuan yang tidak dapat dirunding kembali
oleh konsumen".!

UUPK Pasal 18 secara tegas melarang
pencantuman klausul baku yang melangar
keadilan, antara lain klausul yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
memberikan hak sepihak untuk membatalkan
perjanjian, atau membebaskan pelaku usaha dari
kewajiban hukumnya.!" Aplikasi online sebagai
Pelaku Usaha dalam transaksi sewa-menyewa ini
seringkali mencantumkan klausul-klausul
eksonerasi yang membebaskan mereka dari segala
bentuk liability, yang patut diuji kesesuaiannya
dengan ketentuan ini.

Karakter unik dari transaksi melalui aplikasi
online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU ITE mengakui kekuatan hukum dan alat bukti
dari informasi elektronik dan tanda tangan
elektronik (Pasal 5 & Pasal 6),'” yang menjadi
dasar hukum bagi validitas perjanjian yang
dilakukan secara digital.

UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE) mewajibkan

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek), Pasal 1320.

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pelaku Usaha untuk bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Sistem Elektroniknya secara
andal, aman, dan beroperasi sebagaimana
mestinya (Pasal 18 UU ITE)."* Kewajiban ini
seringkali berbenturan dengan klausul baku yang
justru membebaskan platform dari tanggung
jawab atas kegagalan sistem, gangguan teknis,
atau kesalahan informasi yang terjadi dalam
aplikasinya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU
PDP) menambah dimensi baru dalam analisis.
Aplikasi online dalam operasionalnya memproses
sejumlah besar data pribadi pengguna. Klausul-
klausul terkait pengumpulan, penggunaan, dan
pengalihan data pribadi dalam perjanjian baku
harus memenuhi prinsip-prinsip pemrosesan data
yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU
PDP, termasuk prinsip keterbukaan dan tujuan
yang spesifik.'

Berdasarkan uraian regulasi tersebut, terlihat
adanya potensi konflik normatif antara prinsip
efisiensi bisnis yang diusung oleh aplikasi online
melalui  perjanjian = baku dengan  prinsip
perlindungan hukum dan keadilan bagi pengguna.
Di satu sisi, perjanjian baku diperlukan untuk
menunjang efisiensi operasional bisnis digital
yang bersifat massal dan cepat.'

Namun di sisi lain, secara substantif, banyak
klausul dalam perjanjian baku tersebut yang
diduga kuat mengandung ketidakseimbangan dan
dapat merugikan

hak-hak konsumen (penyewa). Sebagaimana
diingatkan oleh R. Subekti, dalam perjanjian baku
sering terselip klausul-klausul yang "berisi
pelepasan tanggung jawab" dari pihak yang
membuat formulir.'®

Beberapa aplikasi sewa-menyewa rumah
populer menunjukkan adanya beberapa klausul
yang patut diuji keabsahannya. Misalnya, klausul
yang membebaskan platform dari tanggung jawab
atas akurasi listing iklan, klausul yang
memberikan hak sepihak kepada platform untuk
menghentikan akun pengguna tanpa
pemberitahuan, serta klausul yang mewajibkan
penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing
yang memberatkan konsumen domestik.

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18.

14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4.

15 Badrulzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan.
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 95.

16 Subekti, R. Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 2005),
hlm. 32.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum klausula
eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa
rumah yang dilakukan melalui aplikasi online
ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan
itikad baik?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang
diberikan kepada penyewa (lessee) terhadap
klausula yang memberatkan dalam perjanjian
baku yang disodorkan oleh aplikasi penyedia
jasa sewa online?

B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN
A. Keabsahan Hukum Klausula Eksonerasi

Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online

Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Dan Itikad Baik

Perkembangan  teknologi  digital telah
membawa perubahan signifikan terhadap pola
hubungan hukum masyarakat, termasuk dalam
bidang hukum perdata khususnya perikatan dan
kontrak. Salah satu fenomena yang muncul adalah
praktik sewa-menyewa rumah yang dilakukan
melalui aplikasi daring (online platform). Dalam
praktik tersebut, hubungan hukum antara penyewa
(lessee) dan pemilik rumah (lessor) difasilitasi
oleh platform digital yang menyediakan sarana
pembuatan, penyimpanan, serta pengesahan
perjanjian secara elektronik. Namun, dalam
kontrak elektronik tersebut sering kali terdapat
klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang
membatasi atau bahkan menghapus tanggung
jawab salah satu pihak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan perjanjian. Klausula seperti ini
sering menimbulkan perdebatan hukum, terutama
ketika  dikaitkan = dengan asas kebebasan
berkontrak dan asas itikad baik dalam hukum
perdata Indonesia.'’

Secara  konseptual, klausula eksonerasi
(exoneration clause) merupakan ketentuan yang
dimasukkan oleh salah satu pihak dalam
perjanjian dengan tujuan untuk menghindarkan
diri dari tanggung jawab atas kerugian yang
mungkin timbul karena kelalaiannya sendiri.
Dalam hukum kontrak Indonesia, keberadaan
klausula semacam ini tidak secara eksplisit
dilarang, karena Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

17 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2008),
hlm. 12.

menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian
mereka sepanjang tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan.'® Namun, kebebasan tersebut tidaklah
bersifat absolut. Asas kebebasan berkontrak harus
diimbangi dengan itikad baik (good faith),
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dalam konteks perjanjian elektronik, seperti
perjanjian sewa rumah melalui aplikasi online,
klausula eksonerasi sering muncul dalam bentuk
syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang
ditampilkan secara sepihak oleh penyedia
platform atau oleh pemilik rumah melalui sistem
digital. Penyewa yang hendak menggunakan
layanan tersebut diwajibkan menyetujui seluruh
isi perjanjian dengan cara menekan tombol
“setuju” tanpa memiliki ruang negosiasi terhadap
isi kontrak. Model kontrak semacam ini dikenal
sebagai kontrak baku (standard contract)*
Dalam  praktiknya,  keberadaan  klausula
eksonerasi  pada  kontrak  baku  digital
menimbulkan potensi pelanggaran terhadap
prinsip  keseimbangan  dalam  hubungan
kontraktual, karena salah satu pihak berada dalam
posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun
informasi.?!

Keabsahan klausula eksonerasi dalam konteks
hukum Indonesia harus dilihat dari dua sisi utama,
yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dari aspek
formil, klausula tersebut sah apabila memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai
syarat sah perjanjian, yakni adanya kesepakatan,
kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang
halal.?> Sedangkan dari aspek materiil, klausula
eksonerasi tidak boleh melanggar prinsip keadilan
kontraktual, tidak menimbulkan
ketidakseimbangan yang merugikan salah satu
pihak, dan tidak bertentangan dengan itikad
baik.?* Dengan demikian, meskipun secara formil
klausula eksonerasi mungkin sah, namun secara
materiil dapat batal demi hukum apabila
bertentangan dengan asas-asas fundamental
hukum kontrak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam
konteks kontrak elektronik memiliki batasan yang
semakin jelas setelah adanya Undang- Undang

18 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

19 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

20 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III
tentang Perikatan, (Bandung: Alumni, 1996), him. 45.

2l Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 123.

22 Pasal 1320 KUHPerdata.

23 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung:
Binacipta, 1999), hlm. 89.
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan
bahwa kontrak elektronik sah apabila dilakukan
atas dasar kesepakatan para pihak, dilakukan oleh
subjek hukum vyang cakap, memiliki objek
tertentu, dan memiliki sebab yang halal.?* Namun,
Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa syarat dan
ketentuan dalam kontrak elektronik tidak boleh
mengandung klausula yang merugikan
konsumen.? Artinya, kebebasan berkontrak dalam
transaksi  digital tetap tunduk pada asas
perlindungan konsumen, yang pada dasarnya
merupakan pengejawantahan dari asas itikad baik
dalam konteks modern.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
secara tegas membatasi keberlakuan klausula
eksonerasi yang merugikan konsumen. Pasal 18
ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha
mencantumkan  klausula yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada
konsumen.?® Dengan demikian, dalam konteks
sewa rumah online, apabila klausula eksonerasi
dimasukkan oleh pemilik rumah atau platform
digital untuk menghapus tanggung jawabnya atas
kerusakan, penipuan, atau kegagalan layanan,
maka  klausula tersebut dapat dianggap
bertentangan dengan UUPK dan batal demi
hukum.?’

Asas  kebebasan  berkontrak = memang
memberikan ruang yang luas bagi para pihak
untuk menentukan isi perjanjian, namun asas
tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk
melegitimasi ketimpangan kekuasaan ekonomi
dan informasi dalam hubungan kontraktual.
Menurut Subekti, kebebasan berkontrak harus
dimaknai dalam kerangka hukum yang menjamin
keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak.?®
Oleh karena itu, klausula eksonerasi yang disusun
sepihak tanpa negosiasi, dan meniadakan
tanggung jawab salah satu pihak secara tidak
proporsional, tidak dapat dibenarkan dari
perspektif asas keadilan kontraktual maupun asas
itikad baik.”

Lebih lanjut, konsep itikad baik (good faith)
dalam pelaksanaan kontrak tidak hanya dipahami
sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga mencakup
standar objektif berupa kepatutan dan kewajaran

24 Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

%5 Pasal 18 ayat (2) UU ITE.

26 Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999.
27 Konsideran UU Perlindungan Konsumen.

28 Subekti, Op.Cit., hlm. 17.

2 Ibid., hlm. 19.

dalam hubungan hukum.** Dalam konteks
klausula eksonerasi, itikad baik menuntut agar
pihak yang lebih kuat tidak menyalahgunakan
posisinya untuk menekan pihak lain agar
menerima ketentuan yang merugikan. Jika
klausula tersebut disusun dengan cara yang
menyesatkan atau tidak transparan, maka hal itu
merupakan pelanggaran terhadap prinsip itikad
baik objektif.’!

Dalam praktiknya, banyak platform sewa
rumah online seperti Airbnb, Traveloka, atau
RedDoorz menggunakan perjanjian standar yang
memuat pembatasan tanggung jawab tertentu
terhadap kerusakan atau kehilangan barang
penyewa. Namun, pembatasan tersebut biasanya
bersifat terbatas dan proporsional, misalnya hanya
membatasi tanggung jawab atas hal-hal di luar
kendali penyedia. Model seperti ini masih dapat
dianggap sah selama disusun secara transparan,
proporsional, dan tidak meniadakan hak
konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara
wajar.’? Sebaliknya, klausula yang menghapus
seluruh tanggung jawab pemilik rumah atau
platform atas segala kerugian, bahkan yang
disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, jelas
bertentangan dengan prinsip hukum yang hidup
dalam masyarakat.*®

Dari perspektif doktrin hukum perdata,
klausula eksonerasi hanya dapat dibenarkan
apabila memenuhi tiga syarat pokok: (1) dibuat
dengan kesepakatan bebas; (2) tidak bertentangan
dengan kepatutan dan keadilan; dan (3) tidak
melanggar norma hukum yang  bersifat
imperatif** Dalam hubungan sewa-menyewa
melalui aplikasi online, syarat pertama sering kali
tidak terpenuhi karena penyewa tidak memiliki
kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian.
Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan
kontraktual yang melanggar asas kebebasan
berkontrak itu sendiri.*®

Dengan demikian, keabsahan hukum klausula
eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa
rumah secara online tidak hanya bergantung pada
keberadaan kesepakatan, tetapi juga pada cara
kesepakatan itu dibentuk. Jika kesepakatan
tersebut lahir dari keadaan di mana salah satu
pihak tidak memiliki pilihan rasional selain
menyetujui isi perjanjian yang telah ditentukan,

30J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 75.

31 Tbid.

32 Contoh praktik pada Airbnb Terms of Service (2023).

33 Yurisprudensi MA No. 179 PK/Pdt/2013.

3 Ridwan Khairandy, [ltikad Baik dalam Kebebasan
Berkontrak, (Jakarta: Ul Press, 2003), him. 54.

35 Ibid. hlm. 55.
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maka secara sosiologis kesepakatan tersebut
bersifat semu (pseudo consent).*® Oleh karena itu,
dari perspektif keadilan kontraktual, klausula
tersebut seharusnya tidak dianggap sah meskipun
secara formil memenuhi syarat Pasal 1320
KUHPerdata.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan
Kepada Penyewa (Lessee) Terhadap
Klausula Yang Memberatkan Dalam
Perjanjian Baku Yang Disodorkan Oleh
Aplikasi Penyedia Jasa Sewa Online
Perkembangan teknologi informasi membawa

dampak besar terhadap pola hubungan hukum
masyarakat, termasuk dalam bidang hukum
perdata. Salah satu wujud nyata perkembangan
tersebut adalah munculnya aplikasi daring (online
platform) yang memfasilitasi transaksi sewa-
menyewa rumah atau properti secara digital.
Dalam sistem ini, penyedia layanan aplikasi
bertindak sebagai perantara (intermediary) antara
pemilik  rumah dan  penyewa, dengan
menyediakan sarana perjanjian baku yang wajib
disetujui oleh para pihak sebelum transaksi
berlangsung.’’

Namun, dalam praktiknya, perjanjian baku
yang disodorkan oleh aplikasi penyedia jasa sewa
online sering kali mengandung klausula yang
berat sebelah atau merugikan penyewa (lessee).
Klausula tersebut umumnya berupa pembatasan
tanggung jawab penyedia aplikasi, pengalihan
risiko sepenuhnya kepada penyewa, hingga
ketentuan yang meniadakan hak penyewa untuk
menuntut  ganti rugi.®® Permasalahan  ini
menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai
bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa
sebagai pihak yang lemah dalam hubungan
kontraktual digital semacam itu.

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia,
hubungan hukum antara penyewa dan pemilik
rumah melalui aplikasi online termasuk ke dalam
perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur
dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang menyatakan
bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri
untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak lain selama waktu tertentu dan
dengan pembayaran harga yang disetujui.** Oleh
karena itu, hubungan hukum tersebut tunduk pada
ketentuan umum perikatan serta asas-asas yang

36 P, S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract,
(Oxford: Clarendon Press, 1995), him. 109.

37 R. Subekti, Op.Cit, hlm. 11.

38 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III
tentang Perikatan, (Bandung: Alumni, 1996), him. 46.

39 Pasal 1548 KUHPerdata.

terdapat dalam Buku III KUHPerdata.

Perjanjian sewa-menyewa yang difasilitasi
secara elektronik oleh aplikasi digital pada
dasarnya  merupakan  kontrak  elektronik,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kontrak elektronik ini memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan perjanjian konvensional
sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana  diatur dalam  Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak,
kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal
tertentu, dan sebab yang halal.*°

Kendati demikian, keabsahan formil suatu
kontrak tidak serta merta meniadakan kewajiban
hukum untuk melindungi pihak yang lemah dari
ketentuan yang bersifat eksploitatif. Dalam hal
ini, penyewa (lessee) biasanya berada dalam
posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki
kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak.
Aplikasi sewa online menyajikan kontrak dalam
bentuk perjanjian baku (standard form contract)
yang hanya dapat diterima atau ditolak secara
keseluruhan.!

Menurut pendapat Mariam Darus
Badrulzaman, perjanjian baku pada dasarnya
bertentangan dengan  prinsip kebebasan
berkontrak, karena salah satu pihak tidak memiliki
keleluasaan untuk menentukan isi perjanjian.*?
Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi
penyewa menjadi penting agar asas keseimbangan
dan keadilan tetap terjaga.

Perlindungan hukum terhadap pihak penyewa
dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan
hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan
untuk mencegah timbulnya kerugian sejak awal
melalui pengaturan hukum yang jelas, sedangkan
perlindungan represif diberikan setelah terjadi
pelanggaran atau kerugian melalui mekanisme
ganti rugi atau penyelesaian sengketa.*

Dalam tataran preventif, keberadaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran
sentral dalam memberikan perlindungan kepada
penyewa. Meskipun UUPK secara eksplisit
menyebut “konsumen” dalam konteks hubungan
antara pelaku usaha dan pengguna barang atau
jasa, namun penyewa rumah yang menggunakan

40 Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

41 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 122.

42 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 49.

43 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di
Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 5.
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aplikasi sewa online dapat dikategorikan sebagai
konsumen jasa.*

Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK dengan tegas
melarang pelaku usaha mencantumkan klausula
yang menyatakan pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha kepada konsumen.* Dengan
demikian, klausula dalam kontrak sewa online
yang membebaskan penyedia aplikasi dari
tanggung jawab atas kerusakan, penipuan, atau
pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik rumah
dapat dianggap bertentangan dengan hukum dan
batal demi hukum.*

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) UUPK
mewajibkan pelaku usaha untuk menempatkan
klausula eksonerasi secara jelas dan mudah dibaca
oleh  konsumen. Jika klausula tersebut
disembunyikan dalam teks yang sulit diakses atau
tidak diberitahukan secara tegas, maka klausula
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.*’

Di sisi lain, UU ITE Pasal 18 ayat (2) juga
menegaskan bahwa syarat dan ketentuan dalam
kontrak elektronik tidak boleh memuat klausula
yang merugikan konsumen.** Norma ini
memperkuat prinsip bahwa transaksi digital tidak
dapat dibiarkan beroperasi tanpa perlindungan
hukum bagi pengguna layanan, termasuk
penyewa.

Dari  sudut pandang teori perlindungan
hukum, Philipus M. Hadjon membedakan
perlindungan hukum bagi warga negara menjadi
dua, yakni perlindungan hukum preventif dan
represif. Perlindungan hukum preventif diberikan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan
yang menjamin hak- hak warga negara sebelum
terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan
hukum represif dilakukan melalui lembaga
peradilan setelah hak warga negara dilanggar.*

Dalam konteks perjanjian baku digital,
perlindungan hukum preventif dapat diberikan
dengan cara mewajibkan penyedia aplikasi untuk
menampilkan syarat dan ketentuan kontrak secara
transparan serta memberikan opsi bagi penyewa
untuk memahami dan menyetujui dengan sadar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) memiliki kewenangan pengawasan
atas transaksi elektronik, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

4 Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999.

45 Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999.
46 Ibid., hlm. 6.

47 Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999.

48 Pasal 18 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008.

4 Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 7.

Transaksi Elektronik (PP PSTE).*

Sementara itu, perlindungan hukum represif
bagi penyewa dapat dilakukan melalui mekanisme
penyelesaian sengketa, baik melalui Badan
Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)
maupun pengadilan umum. Dalam hal terjadi
kerugian akibat klausula yang memberatkan,
penyewa berhak mengajukan gugatan perdata
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang
perbuatan melawan hukum.’!

Selain itu, penyewa dapat pula meminta
bantuan dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) sebagai lembaga non-
pemerintah yang memiliki peran dalam advokasi
perlindungan  konsumen.””>  Mekanisme  ini
bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak
penyewa sebagai konsumen tetap terlindungi dari
praktik kontrak yang tidak adil.

Dari perspektif asas hukum, perlindungan
terhadap penyewa merupakan perwujudan dari
asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas
keseimbangan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum
tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi
juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.>
Oleh karena itu, setiap klausula baku yang
menimbulkan ketimpangan harus ditafsirkan
secara restriktif untuk melindungi pihak yang
lemah.

Selain itu, asas itikad baik (good faith)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata juga memiliki relevansi penting.
Pihak penyedia jasa sewa online wajib bertindak
dengan itikad baik dalam menyusun perjanjian
dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang
penting bagi penyewa.’* Pelanggaran terhadap
prinsip itikad baik dapat menjadi dasar untuk
menyatakan klausula tertentu tidak sah secara
hukum.

Yurisprudensi Mahkamah  Agung juga
memperkuat perlindungan  hukum terhadap
konsumen dalam kontrak baku. Misalnya, dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179
PK/Pdt/2013, hakim menyatakan bahwa klausula
pembebasan tanggung jawab sepihak yang dimuat
dalam kontrak baku melanggar prinsip keadilan
dan bertentangan dengan hukum.>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179
PK/Pdt/2013 merupakan salah satu yurisprudensi

30 Pasal 67 PP No. 71 Tahun 2019.

31 Pasal 1365 KUHPerdata.

S2YLKI, Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: YLKI, 2022), hlm. 12.

33 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2006), him. 85.

34 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

35 Putusan MA No. 179 PK/Pdt/2013.



Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

penting dalam konteks perlindungan hukum
terhadap konsumen di Indonesia, khususnya
dalam perjanjian baku yang sering digunakan oleh
pelaku usaha. Dalam perkara ini, Mahkamah
Agung menegaskan bahwa klausula pembebasan
tanggung jawab sepihak yang dicantumkan dalam
kontrak baku adalah tidak sah dan bertentangan
dengan hukum, karena melanggar prinsip keadilan
dan asas keseimbangan antara para pihak. Putusan
ini menjadi landasan moral sekaligus hukum
bahwa pelaku usaha tidak boleh menggunakan
kedudukannya yang lebih kuat untuk meniadakan
tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Kasus tersebut berawal dari adanya kontrak
baku yang dibuat oleh pihak pelaku usaha dengan
konsumen, di mana dalam kontrak tersebut
terdapat  klausula yang  secara  eksplisit
menyatakan bahwa pihak pelaku usaha tidak
bertanggung jawab atas kerugian atau cacat
produk yang timbul setelah transaksi dilakukan.
Konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan
karena merasa tidak mendapat perlindungan
hukum akibat adanya klausula tersebut.
Pengadilan tingkat pertama dan banding
sebelumnya menolak gugatan konsumen, namun
Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan
kembali (PK) justru mengabulkannya dan
membatalkan klausula eksonerasi tersebut.

Pada pertimbangan hukumnya, Majelis
Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa
perjanjian baku tidak boleh digunakan sebagai
alat untuk mengesampingkan prinsip keadilan dan
tanggung jawab pelaku usaha. Hakim menyatakan
bahwa perjanjian tersebut tidak lahir dari
kesepakatan yang sejati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), karena pihak konsumen
tidak memiliki kesempatan yang setara untuk
bernegosiasi. Dengan demikian, kontrak tersebut
bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Putusan ini mempertegas posisi hukum bahwa
asas kebebasan berkontrak (fireedom of contract)
bukanlah asas yang absolut. Walaupun para pihak
pada prinsipnya bebas menentukan isi kontrak,
namun kebebasan tersebut dibatasi oleh norma
kepatutan, keadilan, dan perlindungan terhadap
pihak yang lemah, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang perjanjian
dengan sebab yang bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam
konteks kontrak baku, pembatasan ini sangat
relevan karena sering kali posisi tawar menawar
antara pelaku wusaha dan konsumen tidak
seimbang.

Mahkamah Agung dalam putusan ini secara
implisit juga mengadopsi prinsip-prinsip yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
khususnya Pasal 18 ayat (1) yang melarang pelaku
usaha mencantumkan klausula yang menyatakan
pengalihan tanggung jawab, pembebasan dari
tanggung jawab, atau pengurangan tanggung
jawab terhadap kerugian konsumen. Dalam hal
ini, klausula pembebasan tanggung jawab dalam
kontrak baku dianggap batal demi hukum (null
and void) karena melanggar ketentuan tersebut.
Dengan demikian, Mahkamah Agung memperluas
penerapan asas perlindungan konsumen dalam
ranah perdata umum. Putusan ini juga
menunjukkan pergeseran paradigma hukum
perdata klasik menuju hukum perdata modern
yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam hukum perdata klasik, perjanjian
dianggap sah selama memenuhi syarat formil dan
materil. Namun dalam konteks masyarakat
modern dengan kompleksitas hubungan ekonomi
digital, hakim dalam putusan ini memperluas
interpretasi hukum dengan menekankan perlunya
keadilan substansial di atas keadilan prosedural.
Artinya, meskipun kontrak dibuat secara sah,
isinya tetap dapat dibatalkan apabila melanggar
prinsip keadilan dan menimbulkan ketimpangan
hak dan kewajiban.

Melalui putusan Nomor 179 PK/Pdt/2013 ini,
Mahkamah Agung juga mempertegas peran hakim
sebagai penjaga moralitas hukum (guardian of
Jjustice) dalam menegakkan perlindungan terhadap
pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen.
Hakim menilai bahwa keadilan tidak dapat hanya
diukur dari kepatuhan pada formalitas kontrak,
tetapi harus melihat substansi perjanjian dan
dampaknya terhadap keseimbangan para pihak.
Oleh karena itu, hakim berwenang untuk
menyampingkan klausula yang tidak adil,
meskipun secara administratif kontrak tersebut
telah disetujui oleh kedua pihak.

Yurisprudensi ini kemudian menjadi acuan
dalam berbagai putusan berikutnya, khususnya
yang menyangkut sengketa perdata konsumen
terhadap pelaku usaha besar seperti perusahaan
asuransi, penyedia jasa transportasi online, hingga
penyedia jasa sewa properti digital. Dalam
praktiknya, klausula pembebasan tanggung jawab
sering muncul dalam syarat dan ketentuan (zerms
and conditions) aplikasi digital, di mana pengguna
(lessee) hanya memiliki opsi untuk menerima
tanpa dapat bernegosiasi. Mahkamah Agung
melalui putusan ini secara tidak langsung
menegaskan bahwa klausula tersebut tidak dapat
membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab
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hukum.

Selain itu, putusan ini memperkuat prinsip
itikad baik (good faith) sebagai dasar pelaksanaan
perjanjian. Itikad baik tidak hanya berarti
kejujuran  dalam  bertransaksi, tetapi juga
kewajiban moral untuk tidak merugikan pihak lain
melalui penyalahgunaan posisi dominan. Dalam
kontrak baku yang digunakan oleh pelaku usaha
digital, penerapan prinsip itikad baik harus diukur
berdasarkan transparansi informasi, kejelasan
klausula, dan kesetaraan hak-hak konsumen.
Dengan demikian, setiap klausula yang secara
nyata menimbulkan ketimpangan dianggap
bertentangan dengan asas ini.

Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Agung
Nomor 179 PK/Pdt/2013 menjadi landasan
yurisprudensial yang sangat penting bagi
perlindungan hukum konsumen dan pembatasan
kebebasan berkontrak di era modern. Putusan ini
menunjukkan bahwa dalam situasi di mana
kontrak baku disusun secara sepihak oleh pelaku
usaha, hakim memiliki kewenangan untuk menilai
dan membatalkan klausula yang tidak adil.
Dengan begitu, keseimbangan hukum antara
pelaku usaha dan konsumen dapat ditegakkan,
serta asas keadilan dan kepastian hukum dapat
berjalan beriringan dalam praktik kontraktual di
Indonesia.

Dalam praktik internasional, perlindungan
terhadap konsumen dalam kontrak digital juga
telah menjadi prinsip global.  Directive
2011/83/EU tentang Consumer Rights di Uni
Eropa, misalnya, mewajibkan transparansi penuh
dalam kontrak daring dan melarang klausula yang
menimbulkan  ketidakseimbangan  signifikan
antara pelaku usaha dan konsumen.”® Ketentuan
semacam ini dapat dijadikan referensi untuk
memperkuat perlindungan hukum di Indonesia.

Pada praktik internasional, isu perlindungan
konsumen dalam kontrak digital telah menjadi
salah satu pilar utama dalam pembentukan hukum
siber modern. Perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang pesat menyebabkan
munculnya model kontrak elektronik (e-contract)
yang sering kali dibuat dalam bentuk perjanjian
baku digital. Karena hubungan antara pelaku
usaha dan konsumen dalam transaksi digital tidak
selalu seimbang, negara-negara di dunia mulai
merumuskan standar hukum yang berorientasi
pada perlindungan pihak yang lemah, yaitu
konsumen. Salah satu contoh yang paling
menonjol adalah Directive 2011/83/EU tentang
Consumer Rights yang diterapkan di seluruh

% European Union Directive 2011/83/EU on Consumer
Rights, Article 5.

negara anggota Uni Eropa (EU).

Directive 2011/83/EU secara tegas
menetapkan prinsip transparansi, keadilan, dan
keseimbangan hak dalam kontrak antara pelaku
usaha dan konsumen. Aturan ini mengharuskan
setiap pelaku usaha yang menawarkan produk
atau jasa secara daring untuk memberikan
informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses
sebelum  konsumen melakukan transaksi.
Informasi tersebut mencakup identitas pelaku
usaha, karakteristik barang atau jasa, harga total
termasuk pajak dan biaya tambahan, serta hak
konsumen untuk membatalkan kontrak (right of
withdrawal). Prinsip transparansi ini menjadi
dasar bagi perlindungan konsumen digital agar
tidak terjebak dalam ketentuan yang tidak
diketahui sebelumnya.

Directive tersebut juga melarang klausula
yang menimbulkan ketidakseimbangan signifikan
antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan ini
sejalan dengan Directive 93/13/EEC tentang
Unfair Terms in Consumer Contracts, yang
menyatakan bahwa suatu klausula dianggap tidak
adil apabila mengakibatkan ketimpangan hak dan
kewajiban yang merugikan konsumen. Dalam
praktiknya, klausula eksonerasi atau pembebasan
tanggung jawab sepihak dari pelaku usaha
terhadap kerugian konsumen dianggap tidak sah
dan dapat dibatalkan oleh otoritas pengawas atau
pengadilan konsumen. Dengan demikian, Uni
Eropa menempatkan perlindungan konsumen
sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan
ekonomi digital yang berkeadilan.

Implementasi dari Directive 2011/83/EU di
negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan
pendekatan hukum yang progresif dan berpihak
pada konsumen. Misalnya, Jerman melalui Gesetz
tiber den Widerruf von Haustiirgeschdften und
dhnlichen Geschdften (HGB), dan Prancis melalui
Code de la Consommation, mengatur bahwa
kontrak digital harus disusun dengan bahasa yang
mudah dipahami, tidak boleh menimbulkan
ambiguitas, dan memberikan hak untuk menarik
diri dari kontrak dalam jangka waktu 14 hari
tanpa penalti. Ketentuan ini menegaskan bahwa
dalam transaksi daring, hak konsumen untuk
mengetahui dan menilai syarat kontrak merupakan
bagian  dari  perlindungan  hukum  yang
fundamental.

Di luar Uni Eropa, prinsip yang serupa juga
diterapkan dalam sistem hukum Amerika Serikat
(AS) melalui Federal Trade Commission (FTC)
yang mengatur praktik perdagangan daring. FTC
menegaskan bahwa kontrak elektronik tidak dapat
meniadakan tanggung jawab hukum pelaku usaha
melalui klausula sepihak. Setiap fterm and
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condition yang berpotensi menyesatkan atau
membatasi hak hukum konsumen dianggap
sebagai unfair or deceptive trade practice
berdasarkan Section 5 of the Federal Trade
Commission Act. Dengan demikian, pendekatan
Amerika Serikat lebih menekankan pada
pengawasan administratif dan sanksi perdata
terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip
keadilan kontraktual.

Di kawasan Asia, model perlindungan
konsumen digital juga mulai berkembang.
Misalnya, Singapura melalui Consumer Protection
(Fair Trading) Act (CPFTA) dan Electronic
Transactions Act (ETA) mengatur bahwa setiap
perjanjian daring wajib memuat syarat yang adil,
serta memberikan kesempatan bagi konsumen
untuk meninjau dan menyetujui  ketentuan
sebelum transaksi diselesaikan. Sementara itu,
Jepang memiliki Act on Specified Commercial
Transactions yang melarang pelaku usaha
mencantumkan ketentuan yang tidak masuk akal
(grossly unfair terms) dalam perjanjian daring.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan
hukum terhadap konsumen telah menjadi standar
hukum internasional yang diakui secara universal.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, sistem
perlindungan hukum terhadap konsumen digital
masih berada pada tahap penguatan regulasi dan
penegakan. Indonesia telah memiliki Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, kedua
regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur
perlindungan terhadap klausula baku digital,
terutama yang berkaitan dengan algoritma
otomatis dan clickwrap agreement yang banyak
digunakan oleh aplikasi daring. Oleh karena itu,
praktik internasional seperti yang diatur dalam
Directive 2011/83/EU dapat menjadi referensi
penting bagi Indonesia untuk memperkuat norma-
norma perlindungan hukum digital.

Relevansi prinsip internasional tersebut bagi
hukum Indonesia terlihat dalam upaya untuk
menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak
dengan asas perlindungan terhadap pihak yang
lemah. Meskipun Pasal 1338 KUHPerdata
memberikan kebebasan bagi para pihak untuk
menentukan isi kontrak, kebebasan tersebut tidak
boleh menimbulkan ketimpangan yang merugikan
salah satu pihak. Dengan mengadopsi semangat
dari Directive 2011/83/EU, Indonesia dapat
memperluas interpretasi asas itikad baik (good
faith) dan keseimbangan kontraktual (contractual
fairness) dalam konteks kontrak elektronik,
terutama yang melibatkan penyedia aplikasi

digital dan konsumen individu.

Di samping itu, praktik internasional juga
dapat menginspirasi pembentukan lembaga
pengawas khusus untuk kontrak digital, seperti
yang dilakukan oleh European Consumer Centres
Network (ECC-Net) di Uni Eropa. Lembaga ini
memberikan mediasi dan penyelesaian sengketa
lintas negara bagi konsumen digital. Indonesia
dapat mengembangkan lembaga serupa di bawah
koordinasi Badan Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN) atau Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) untuk menangani sengketa yang timbul
dari perjanjian daring lintas platform. Hal ini
penting karena sifat lintas batas (borderless) dari
transaksi  digital sering kali menimbulkan
kesulitan dalam penegakan hukum nasional.
Dengan demikian, prinsip-prinsip yang diatur
dalam Directive 2011/83/EU dan berbagai
peraturan internasional lainnya dapat dijadikan
model normatif untuk memperkuat perlindungan
hukum di Indonesia terhadap konsumen dalam
kontrak digital. Penerapan prinsip transparansi,
keseimbangan hak, dan larangan terhadap
klausula yang tidak adil dapat meningkatkan
kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan
elektronik nasional. Lebih dari itu, adopsi nilai-
nilai tersebut juga akan membawa Indonesia lebih
dekat dengan standar hukum global dalam
mewujudkan ekosistem digital yang adil, aman,
dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi
penyewa dalam perjanjian baku yang disodorkan
oleh aplikasi sewa online mencakup dua aspek
penting: pertama, pengaturan hukum yang
melarang dan membatasi penggunaan klausula
yang memberatkan; dan kedua, mekanisme
penyelesaian sengketa yang memberikan akses
keadilan bagi penyewa apabila  haknya
dilanggar.’’

Upaya perlindungan hukum tersebut harus
terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah,
lembaga peradilan, dan masyarakat sipil.
Pemerintah perlu mengawasi klausula kontrak
elektronik melalui regulasi yang lebih tegas,
sedangkan lembaga peradilan harus menerapkan
prinsip perlindungan konsumen secara progresif
dalam setiap putusannya.’®

Akhirnya, dapat  disimpulkan  bahwa
perlindungan hukum terhadap penyewa (lessee)
dalam perjanjian baku digital merupakan bentuk
nyata dari komitmen negara terhadap keadilan
kontraktual dan keseimbangan hubungan hukum
dalam era digital. Perlindungan ini bukan semata-

57 Tbid
8 Ridwan Khairandy, [Itikad Baik dalam Kebebasan
Berkontrak, (Jakarta: Ul Press, 2003), hlm. 58.
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mata melindungi pihak lemah, tetapi juga
menciptakan sistem hukum yang sehat dan
berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi digital.>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan hukum klausula eksonerasi dalam
perjanjian sewa menyewa rumah melalui
aplikasi online harus tunduk pada asas
kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata), namun klausula pembebasan
tanggung jawab yang disusun sepihak dan
meniadakan tanggung jawab pelaku usaha
atas kelalaiannya tidak sah secara hukum,
karena bertentangan dengan asas itikad baik
(Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan
prinsip  keadilan  kontraktual. Klausula
semacam itu tidak memiliki kekuatan
mengikat terhadap penyewa (lessee).

2. Perlindungan hukum bagi penyewa terhadap
klausula memberatkan dalam perjanjian baku
digital diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK,
yang melarang klausula sepihak dan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Karena penyewa sering berada pada posisi
lemah, negara memberikan perlindungan
preventif dan represif melalui BPKN,
Direktorat Perlindungan Konsumen, serta
mekanisme penyelesaian sengketa, guna
menjamin keadilan dan kepastian hukum
dalam transaksi digital.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan regulasi yang
secara eksplisit mengatur bentuk dan batasan
klausula eksonerasi dalam perjanjian digital,
khususnya pada sektor sewa-menyewa
berbasis aplikasi. Pemerintah dapat mengacu
pada praktik internasional seperti Directive
2011/83/EU tentang Consumer Rights di Uni
Eropa, yang menekankan transparansi, hak
pembatalan transaksi, serta larangan terhadap
klausula yang menimbulkan
ketidakseimbangan signifikan antara pelaku
usaha dan konsumen. Dengan demikian,
Indonesia dapat memperkuat perlindungan
hukum adaptif terhadap kontrak digital,
sejalan dengan perkembangan ekonomi
berbasis teknologi.

2. Penyedia aplikasi sewa online hendaknya
menyusun perjanjian baku yang berkeadilan,
memperhatikan asas transparansi, itikad baik,
dan keseimbangan hak dan kewajiban.
Praktisi hukum dan notaris juga perlu

59 Ibid, hlm. 20.

berperan aktif dalam memberikan edukasi
serta memastikan klausula dalam kontrak
daring tidak melanggar ketentuan perundang-
undangan. Selain itu, penyedia aplikasi perlu
menyediakan fitur konfirmasi persetujuan
yang jelas dan informatif bagi pengguna agar
tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
ekonomi dan informasi yang dapat merugikan
pihak penyewa (lessee). Dengan demikian,
tercipta hubungan hukum yang saling
menguntungkan dan sesuai dengan prinsip
keadilan dalam transaksi digital.
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